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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR: 10                                 2013                                  SERI : E                                

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KOTA BEKASI TAHUN 2005 – 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

Menimbang :  a. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2)Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 
Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025. 

Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3663); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4846); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4816); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025. 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan 
WALIKOTA BEKASI 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 
TAHUN 2005 – 2025. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah  Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. 

 

 


